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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan 

Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi 

Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan 

baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap 

pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang 

Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan 

berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, 

dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan 

strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan 

teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan. 

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai 

bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, 

serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan 

program. 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena 

itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke 

depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan 

dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif. 

 

 

 

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC 

NIP: 999920240117145257 

 

 

Merauke, 2 Maret 2026 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan 

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh 

Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang 

OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun 

ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta 

Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini. 

1.2 Ringkasan Kelembagaan 

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan 

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan 

Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan 

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, 

Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK 

Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 

Khusus. 

5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan 

Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola 

Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua. 

6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua 

7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 

2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan 

Pengarah Papua 
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8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan 

Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua 

9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus 

1.2.2 Definisi 

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan 

Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah 

Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, 

dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di 

wilayah Papua. 

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan 

lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

1.2.3 Struktur Kelembagaan 

 

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022 
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1.2.4 Tugas dan Fungsi 

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai 

tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan 

pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan 

pembangunan di wilayah Papua; 

b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan 

Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah Provinsi Papua; 

c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan 

isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah 

Papua; 

d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di 

wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan 

dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah; 

e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\ 

pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden 

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan 

Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 

Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, 

Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.  

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam 

pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya 

Papua Selatan secara general, sebagai berikut: 
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a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan 

▪ Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi 

dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan 

nasional dan peraturan daerah terkait Otsus. 

▪ Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, 

serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan 

nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

b. Harmonisasi Data dan Informasi 

▪ Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, 

dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan 

keputusan yang berbasis data. 

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program 

▪ Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala 

dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan.. 

d. Koordinasi Internal dan Eksternal 

▪ Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan 

adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, 

masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

▪ Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai 

rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang.. 

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya 

▪ Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat 

terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program. 

▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam 

proses pengawasan dan keberlanjutan program. 

f. Pelaporan dan Transparansi 

▪ Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada 

seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan. 

▪ Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara 

berkala dan terbuka. 
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1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur 

BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah : 

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan 

NO. UNIT KERJA & JABATAN 
JLH 

ORG 

1. Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua 

Selatan 

1 org 

2. Kelompok 

Kerja 

(POKJA) 

: 1. POKJA Papua Sehat 1 org 

: 2. POKJA Papua Cerdas 1 org 

: 3. POKJA Papua Produktif 1 org 

: 4. POKJA Papua Polhukam - org 

3. Pendukung 

Administratif  

: TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke 

Provinsin Papua Salatan 

3 org 

4. Staf/ 

Karyawan 

: Staf/karyawan yang diperbantukan kepada 

BP3OKP yaitu karyawan PPNPN 

3 org 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN  

2.1 Rekapitulasi Kegiatan 

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Februari 

2026 terurai sebagai berikut: 

1. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pengarah Papua pada tanggal 9 Februari 2026 

a. Narasumber Kegiatan 

Sosialiasi dan Bimbingan Teknis 

tentang Tata Kelola Pendidikan 

Dasar di Seluruh Indonesia 

bersama Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah di Jakarta. 

Pada saat diskusi dengan pak 

Menteri Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Jakarta   salah satu 

point yang kami diskusikan adalah 

berkaitan dengan penyebaran dan distribusi guru-guru di seluruh sekolah-sekolah 

Negeri dan Swasta  yang ada di seluruh Indonesia harus Merata karena Proses 

Belajar mengajar harus merata, tidak boleh ada diskriminasi antara Sekolah-sekolah 

Swasta dan Negeri karena Pendidikan yang comprehensive harus diberikan untuk 

seluruh anak Bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua, 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan 

menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 

2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045, Konsolidasi Nasional bertujuan untuk 

membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan pendidikan 

dalam pencapaian target pembangunan pendidikan. Pada tahun 2026, Konsolidasi 
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Nasional akan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan 

Pendidikan Bermutu untuk Semua” 

2. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pengarah Papua pada tanggal 10 Februari 2026 

Adapun fokus kegiatan yang dilaksanakan pada 

tgl. 10 Februari 2026 di Bogor adalah sebagai 

berikut. 

a. Menteri Dalam Negeri 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026 : 

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026  

dilaksanakan oleh  Pemerintah 

Daerahdenganber pedoman pada  Visi, Misi, 

dan  program  kepala  daerah terpilih yang 

dijabarkan  kedalam  tujuan,  sasaran, strategi, 

arah kebijakan, kinerja, program yang termuat 

dalam RPJMD 2025-2029. 

(2)  RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat(1) memuat: 

a.  Rancangan kerangka ekonomi daerah; 

b. Prioritas pembangunan daerah; 

c. Rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun; 

d. Program Strategis Nasional; dan 

e. Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. 

(3)  Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi 

dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. 

(4)   Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh penjabat Kepala 

Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat 

(1) menggunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan 

berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045. 

(5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala 

Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah 

ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai 

dengan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1). 

(6)  Penyusunan RKPD  Tahun 2026 sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) bagi  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun  

2022-2027. 

(7)   Penyusunan RKPD Tahun  2026 diinput dan diproses kedalam SIPD. 
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b.  Pembiayaan Pendidikan Melalui APBD, Menteri Keuangan 

     Pembiayaan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan 

Daerah. 

 

 
 

UPAYA PERBAIKAN  

1. Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna 

meningkatkan akses dan kualitas, pemerataan bagi seluruh masyarakat 

serta mendorong semakin link and match dengan pasar tenaga kerja.  

2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan tenaga pendidikan 

di seluruh wilayah  

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan  
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4. Mendorong penguatan sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta 

secara proporsional. 

 

c.  Belanja Negara (APBN), Menteri PPN/Kepala Bappenas 

 Kebijakan Pembangunan Pendidikan dalam RPJPN 2025-2045, dan 

 RPJMN 2025-2029, 
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d. Menteri PAN dan RB 
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e.  Materi: Tata kelola guru, Menteri Agama 

Tata Kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan  

Karakter 
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3. Notulen rapat kegiatan tanggal 12 Februari 2026 pertemuan dengan DPD RI di 

di Jakarta 

BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan 

Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis 

berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, 

Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi 

Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di 

Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS 

agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang 

Asli Papua. 

Selain itu kami juga mendiskusikan bagaimana 

Kolaborasi, dan bersinergi antara BP3OPK, DPD RI, MRP dan Pemerintah daerah 

yang ada wilayah Papua, termasuk tugas dan tanggungjawab dari Komite Eksekutif 

sebagai satu kesatkuan lembaga yang dapat berperan penting didalam fungsi 

koordinasi di Pusat dan daerah. 
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4. Notulen rapat kegiatan tanggal 13 Februari 2026 pertemuan dengan Dirtjen Bina 

Marga PU RI 

Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI 

berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan 

Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, 

dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan 

jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan 

langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah, dan 

ada beberapa point penting yang menjadi fokus 

diskusi: 

a. Pesan Bapak Dirjen Bina Marga kepada 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

agar tolong direalisasi konektivitas Jalan 

PSN dari Wanam – Sungai Bian – Muting 

harus terhubung. 

b. Lebar badan Jalan kiri dan kanan harus ada ruang sebesar 4 Meter untuk proteksi 

Badan Jalan dari longsor 

c. Meyakinkan Masyarakat Adat agar bekerjasama mendukung pembangunan 

Projek Strategis Nasional terutama pemberian akses jalan dan pembukaan lahan 

untuk Sawah. 

d. Koridor Jalan harus terhubung dengan Jalan Nasional untuk memudahkan 

konektivitas Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional. 

e. Penyerahan Proposal Perencanaan dari PU Kabupaten Merauke dan Boven 

Digoel. 
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5. Notulen kegiatan tanggal 25 Februari 2026 Diskusi Strategis Penguatan SDM 

Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan 

 

1. Sinergi dan Kolaborasi 

Kelembagaan 

a) Pertemuan ini bertujuan 

membangun sinergi 

program kerja yang selaras 

dengan fokus BPP, 

khususnya pada Pokja 

Papua Cerdas dan Pokja 

Papua Sehat 

b) Mata Garuda berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara generasi 

muda, komunitas akademik, dan pemerintah daerah 

c) Direncanakan adanya kolaborasi kemitraan antara Mata Garuda dengan 

Pokja Perempuan (Majelis Rakyat Papua), OPD terkait (seperti Dinas 

Pemberdayaan Perempuan), serta Pokja Sehat 

2. Sosialisasi dan Pengembangan Beasiswa LPDP 

a) Koordinasi Seminar: Team Mata Garuda berkoordinasi dengan BPP untuk 

menyelenggarakan seminar besar mengenai sosialisasi beasiswa LPDP. 

b) Ketentuan Penerima: Kepala BPP menjelaskan tiga klasifikasi syarat 

penerima LPDP di wilayah ini: 

c) Khusus OAP: Tanpa syarat TOEFL. 

d) Penduduk Lama: Sudah lama tinggal di Papua (menggunakan TOEFL). 

e) Pendatang: Saudara-saudara dari luar Papua (menggunakan TOEFL). 

f) Perluasan Jenjang: Kepala BPP menyarankan agar pengelolaan LPDP tidak 

hanya fokus pada jenjang S2 dan S3, tetapi juga mencakup jenjang S1 

3. Program Penguatan Kapasitas 

a) Akan dibentuk kelas persiapan khusus sesuai bidang bagi siswa kelas 2 dan 

kelas 3 (SMA/sederajat) untuk mempersiapkan mereka mengakses beasiswa. 
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b) Program dirancang berbasis gagasan, riset, dan kebutuhan riil masyarakat 

agar memberikan dampak langsung yang berkelanjutan, bukan sekadar 

seremonial 
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BAB III  

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Februari 2026, 

Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:  

1. Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 

2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah 

Papua pada tanggal 9-10 Februari 2026 

2. Diskusi bersama DPD RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2026, BP3OKP 

Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal 

strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, 

Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di 

Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan 

efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua 

3. Diskusi dengan Dirtjen Bina Marga di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026, 

Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas 

Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas 

daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan 

langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah 

4. Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua 

Selatan 

3.2   Penutup 

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika 

serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Februari 2026. 

Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan 

komitmen bersama seluruh pihak. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada: 

• Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan 

koordinasi. 

• Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 
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• Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah 

bekerja keras. 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

 

 

 

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si,MRSC 

NIP: 999920240117145257 

 

Merauke, 2 Maret 2026  

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, 

Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang 

telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif 

yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP 

Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal 

dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang 

berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan 

Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi 

Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan 

baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap 

pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang 

Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan 

berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, 

dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan 

strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan 

teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan. 

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai 

bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, 

serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan 

program. 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena 

itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke 

depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan 

dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif. 

 

 

 

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC 

NIP: 999920240117145257 

 

 

Merauke, 2 Maret 2026 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan 

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh 

Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang 

OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun 

ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta 

Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini. 

1.2 Ringkasan Kelembagaan 

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan 

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan 

Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan 

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, 

Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK 

Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 

Khusus. 

5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan 

Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola 

Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua. 

6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua 

7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 

2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan 

Pengarah Papua 



 

2 
 

8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan 

Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua 

9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus 

1.2.2 Definisi 

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan 

Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah 

Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, 

dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di 

wilayah Papua. 

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan 

lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

1.2.3 Struktur Kelembagaan 

 

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022 
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1.2.4 Tugas dan Fungsi 

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai 

tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan 

pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan 

pembangunan di wilayah Papua; 

b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan 

Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah Provinsi Papua; 

c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan 

isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah 

Papua; 

d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di 

wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan 

dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah; 

e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\ 

pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden 

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan 

Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 

Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, 

Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.  

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam 

pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya 

Papua Selatan secara general, sebagai berikut: 
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a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan 

▪ Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi 

dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan 

nasional dan peraturan daerah terkait Otsus. 

▪ Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, 

serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan 

nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

b. Harmonisasi Data dan Informasi 

▪ Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, 

dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan 

keputusan yang berbasis data. 

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program 

▪ Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala 

dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan.. 

d. Koordinasi Internal dan Eksternal 

▪ Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan 

adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, 

masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

▪ Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai 

rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang.. 

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya 

▪ Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat 

terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program. 

▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam 

proses pengawasan dan keberlanjutan program. 

f. Pelaporan dan Transparansi 

▪ Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada 

seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan. 

▪ Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara 

berkala dan terbuka. 
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1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur 

BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah : 

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan 

NO. UNIT KERJA & JABATAN 
JLH 

ORG 

1. Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua 

Selatan 

1 org 

2. Kelompok 

Kerja 

(POKJA) 

: 1. POKJA Papua Sehat 1 org 

: 2. POKJA Papua Cerdas 1 org 

: 3. POKJA Papua Produktif 1 org 

: 4. POKJA Papua Polhukam - org 

3. Pendukung 

Administratif  

: TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke 

Provinsin Papua Salatan 

3 org 

4. Staf/ 

Karyawan 

: Staf/karyawan yang diperbantukan kepada 

BP3OKP yaitu karyawan PPNPN 

3 org 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN  

2.1 Rekapitulasi Kegiatan 

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Februari 

2026 terurai sebagai berikut: 

1. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pengarah Papua pada tanggal 9 Februari 2026 

a. Narasumber Kegiatan 

Sosialiasi dan Bimbingan Teknis 

tentang Tata Kelola Pendidikan 

Dasar di Seluruh Indonesia 

bersama Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah di Jakarta. 

Pada saat diskusi dengan pak 

Menteri Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Jakarta   salah satu 

point yang kami diskusikan adalah 

berkaitan dengan penyebaran dan distribusi guru-guru di seluruh sekolah-sekolah 

Negeri dan Swasta  yang ada di seluruh Indonesia harus Merata karena Proses 

Belajar mengajar harus merata, tidak boleh ada diskriminasi antara Sekolah-sekolah 

Swasta dan Negeri karena Pendidikan yang comprehensive harus diberikan untuk 

seluruh anak Bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua, 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan 

menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 

2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045, Konsolidasi Nasional bertujuan untuk 

membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan pendidikan 

dalam pencapaian target pembangunan pendidikan. Pada tahun 2026, Konsolidasi 
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Nasional akan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan 

Pendidikan Bermutu untuk Semua” 

2. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan 

Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pengarah Papua pada tanggal 10 Februari 2026 

Adapun fokus kegiatan yang dilaksanakan pada 

tgl. 10 Februari 2026 di Bogor adalah sebagai 

berikut. 

a. Menteri Dalam Negeri 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026 : 

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026  

dilaksanakan oleh  Pemerintah 

Daerahdenganber pedoman pada  Visi, Misi, 

dan  program  kepala  daerah terpilih yang 

dijabarkan  kedalam  tujuan,  sasaran, strategi, 

arah kebijakan, kinerja, program yang termuat 

dalam RPJMD 2025-2029. 

(2)  RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat(1) memuat: 

a.  Rancangan kerangka ekonomi daerah; 

b. Prioritas pembangunan daerah; 

c. Rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun; 

d. Program Strategis Nasional; dan 

e. Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. 

(3)  Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi 

dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. 

(4)   Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh penjabat Kepala 

Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat 

(1) menggunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan 

berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045. 

(5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala 

Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah 

ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai 

dengan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1). 

(6)  Penyusunan RKPD  Tahun 2026 sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) bagi  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun  

2022-2027. 

(7)   Penyusunan RKPD Tahun  2026 diinput dan diproses kedalam SIPD. 
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b.  Pembiayaan Pendidikan Melalui APBD, Menteri Keuangan 

     Pembiayaan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan 

Daerah. 

 

 
 

UPAYA PERBAIKAN  

1. Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna 

meningkatkan akses dan kualitas, pemerataan bagi seluruh masyarakat 

serta mendorong semakin link and match dengan pasar tenaga kerja.  

2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan tenaga pendidikan 

di seluruh wilayah  

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan  
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4. Mendorong penguatan sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta 

secara proporsional. 

 

c.  Belanja Negara (APBN), Menteri PPN/Kepala Bappenas 

 Kebijakan Pembangunan Pendidikan dalam RPJPN 2025-2045, dan 

 RPJMN 2025-2029, 
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d. Menteri PAN dan RB 
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e.  Materi: Tata kelola guru, Menteri Agama 

Tata Kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan  

Karakter 
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3. Notulen rapat kegiatan tanggal 12 Februari 2026 pertemuan dengan DPD RI di 

di Jakarta 

BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan 

Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis 

berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, 

Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi 

Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di 

Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS 

agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang 

Asli Papua. 

Selain itu kami juga mendiskusikan bagaimana 

Kolaborasi, dan bersinergi antara BP3OPK, DPD RI, MRP dan Pemerintah daerah 

yang ada wilayah Papua, termasuk tugas dan tanggungjawab dari Komite Eksekutif 

sebagai satu kesatkuan lembaga yang dapat berperan penting didalam fungsi 

koordinasi di Pusat dan daerah. 
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4. Notulen rapat kegiatan tanggal 13 Februari 2026 pertemuan dengan Dirtjen Bina 

Marga PU RI 

Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI 

berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan 

Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, 

dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan 

jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan 

langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah, dan 

ada beberapa point penting yang menjadi fokus 

diskusi: 

a. Pesan Bapak Dirjen Bina Marga kepada 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

agar tolong direalisasi konektivitas Jalan 

PSN dari Wanam – Sungai Bian – Muting 

harus terhubung. 

b. Lebar badan Jalan kiri dan kanan harus ada ruang sebesar 4 Meter untuk proteksi 

Badan Jalan dari longsor 

c. Meyakinkan Masyarakat Adat agar bekerjasama mendukung pembangunan 

Projek Strategis Nasional terutama pemberian akses jalan dan pembukaan lahan 

untuk Sawah. 

d. Koridor Jalan harus terhubung dengan Jalan Nasional untuk memudahkan 

konektivitas Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional. 

e. Penyerahan Proposal Perencanaan dari PU Kabupaten Merauke dan Boven 

Digoel. 
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5. Notulen kegiatan tanggal 25 Februari 2026 Diskusi Strategis Penguatan SDM 

Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan 

 

1. Sinergi dan Kolaborasi 

Kelembagaan 

a) Pertemuan ini bertujuan 

membangun sinergi 

program kerja yang selaras 

dengan fokus BPP, 

khususnya pada Pokja 

Papua Cerdas dan Pokja 

Papua Sehat 

b) Mata Garuda berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara generasi 

muda, komunitas akademik, dan pemerintah daerah 

c) Direncanakan adanya kolaborasi kemitraan antara Mata Garuda dengan 

Pokja Perempuan (Majelis Rakyat Papua), OPD terkait (seperti Dinas 

Pemberdayaan Perempuan), serta Pokja Sehat 

2. Sosialisasi dan Pengembangan Beasiswa LPDP 

a) Koordinasi Seminar: Team Mata Garuda berkoordinasi dengan BPP untuk 

menyelenggarakan seminar besar mengenai sosialisasi beasiswa LPDP. 

b) Ketentuan Penerima: Kepala BPP menjelaskan tiga klasifikasi syarat 

penerima LPDP di wilayah ini: 

c) Khusus OAP: Tanpa syarat TOEFL. 

d) Penduduk Lama: Sudah lama tinggal di Papua (menggunakan TOEFL). 

e) Pendatang: Saudara-saudara dari luar Papua (menggunakan TOEFL). 

f) Perluasan Jenjang: Kepala BPP menyarankan agar pengelolaan LPDP tidak 

hanya fokus pada jenjang S2 dan S3, tetapi juga mencakup jenjang S1 

3. Program Penguatan Kapasitas 

a) Akan dibentuk kelas persiapan khusus sesuai bidang bagi siswa kelas 2 dan 

kelas 3 (SMA/sederajat) untuk mempersiapkan mereka mengakses beasiswa. 
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b) Program dirancang berbasis gagasan, riset, dan kebutuhan riil masyarakat 

agar memberikan dampak langsung yang berkelanjutan, bukan sekadar 

seremonial 
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BAB III  

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Februari 2026, 

Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:  

1. Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 

2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah 

Papua pada tanggal 9-10 Februari 2026 

2. Diskusi bersama DPD RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2026, BP3OKP 

Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal 

strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, 

Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di 

Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan 

efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua 

3. Diskusi dengan Dirtjen Bina Marga di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026, 

Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas 

Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas 

daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan 

langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah 

4. Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua 

Selatan 

3.2   Penutup 

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika 

serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Februari 2026. 

Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan 

komitmen bersama seluruh pihak. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada: 

• Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan 

koordinasi. 

• Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 
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• Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah 

bekerja keras. 

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan 

 

 

 

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si,MRSC 

NIP: 999920240117145257 

 

Merauke, 2 Maret 2026  

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, 

Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang 

telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif 

yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP 

Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal 

dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang 

berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”. 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF


